
BUPATI ACEH SINGKIL

PDRATURANDAERAHKABUPATENACEHSINGKIL
NOMOR 31 TAIIUN 2OO1

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIK / KEPALA KAMPT]NG

DAN PERANGKAT KAMPI]NG

DENGAN RAITMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEII SINGKIL

.. a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelerrggaraan Pomerintah Desa

berdasarkan Undaigundang Nomot 22 Tahun 1999 berkaitan dengan

kedudukan k;;g." reja[at pemeri'tah Kampurrg, _maka ry_baeai

pelaksanfu-i""ut-Zl aan Zt Keputusan Mt eri dalam Negeri Nomor

64 Tahun tg'9g dipandang perlu untuk mengatur kedudukan keuangan

KePala Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan

suatu Peraturan baerah Kabupaten Aceh Singkil'

: 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Aceh Singkil;

2, Undang.undang Nomor 22 Talrun 1999 tentang.Pemerintahan ?TIn (

Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran Negara

Nomor 3839 );

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor -63 
Tahrur 1999 tentang

petuniut Pelaksanaan Peristilahan dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa'

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH KABUPATDN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

: PE,R{T[RA]T I}AERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TEI{TANG

KEI}uDi[11L4\- KEIA:IGAN KEUCHIK / KEPALA KAMPT]NG DAF{

FMAI5GKAT ILT}IP TG.



BAB I
KETEN]IT]'AII UMUM

Pasal I

Daerah ini yang dimaksud dengan :

mhTqti adalah Bupati Aceh Singkil,
ffi,mpung adalah kampung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22
rl[ilhm 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Kffichlk i Kepala Kampung Sekretaris kampung, Kepala lJrusan, Kepala Dusun adalah
prce' Pejabat pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24,

n$sl 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
mrm*at Kampung adalah Selaetaris Kampung, Kepala-kepala Urusan dan Kepala
[DNrm:
hgaeai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia i
mutfril-

kmghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan
wfera teratur setiap bulan;
qngaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutrya disebut Anggaran
Kampung adalah rencana operasional tahunan daripada program untuk pemerintahin aan
mnbangunan Kamptrng yang dijabarkan dan dite{emahkan dalam angka-angka Rupiah;
klabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat- dan
memberhentikan, yaitu Bupati untuk Keuchik / Kepala Kampung, Camat untuk
$&etaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

BAB II
KEDT]DUKAIY

Pasal 2

Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala
angkat oleh Pejabatyang berwenang, yang

erupakan pelaksanaan tugas pemerintah dari
Nideh Daerah dan Pemerintah Kampung.

Pasal 3

@atai Negeri yang dipilih / diangkat untuk menjadi Keuchik / Kepala Kampung atau
Wunmgkat Kampung, dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama mEnjadi
m,wchrk / Kepala Kampung atau Perangkat Jftmpungtanpa kehilangan statusnya sebagai
@nrnar Negeri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang uda d"pat be{alan.
tt@ dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri dimaksud pada
mmm I l) pasal ini, tetap dibayar oleh instansi induk pegawai yang bersangkutan.

dipilih I diangkat untuk menjadi Keuchik / Kepala Kampung atau
berhak mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan
ang berlaku.

rynnat Negen yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai Keuchik / Kepala
ffiumpmg atau Perangkat Kampung dan tidak diangkatlagl,kembali ke instansi induknya.



BAB.IIl
KEDI]DIJKAII KEUAI\IGA}I

Pasal 4

/ Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala
lainnya yang sah menurutdiberi penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

a.

b.
c.

d.

Keuchik / Kepala Kampung minimal sebesar

Sekretaris kampung minimal sebesar

Kepala Urusan minimal sebesar

Kepala Dusun minimal sebesar

Keuchik / Kepala Kampung minimal
Sekretaris Kampung minimal sebesar
Kepala Urusan minimal sebesar
Kepala Dusun minimal sebesar

Rp. 250.000,- / bulan.
Rp. 200.000,- / bulan.
Rp. 150.000,- / bulan.
Rp. 150.000,- / bulan.

150.000,- / bulan.
100.000,- / bulan.
75.000,- / bulan.
75.000,- / bulan.

Besar penghasilan dimaksud pasal 5 ayat (1) setiap tahun ditetapkan dengan Surat
Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dapat
diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan
asli Kampung sendiri, paling banyak 2 ( dua ) kali jumlah penghasilan tetap terhitung pada
saat Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 6

Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Keuchik / Kepala Kampung,
Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun disamping mendapat penghasilan
sebagai Pegawai Negeri, menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu bagi :

a.

b.
c.

d.

Rp.
Rp
Rp.
Rp

Besar penghasilan dimaksud pasal 6 ayat (1) setiap tahun ditetapkan melalui Surat
Keputusan Bupati setelah mempertimbangkan kempmpuan keuangan daerah.

Ketentuan dimaksud dalam pasal 5 aygt (2) Petaturan Daerah ini berlaku pula bagi
Penjabat Pemerintah Kampung dimaksud pada ayat (l) pasal ini.

Pasal 7

pemeriksaan, pehgobatan dan perawatan kesehatan Keuchik /.Kepala Kampung, Selaetaris
ung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang bukan P lai Negeri Sipit dapat diberikan

Pemerintah KabtpAten dengan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dwr.Belanj a
dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pasal 8

Apabila Keuchik / Kepala Karnpung, Sekretaris Kampung Kepala Urusan atau Kepala
Dusun mengalami kecelakaan dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Penjabat
Pemerintah Kampung sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibanny4
kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 ( drn ) kali penghasilan
Etap sebelumnya, disamping tw$angan sebesar penghasilan tetap sampai saat
diberhentikan dari jabatannya oleh Pejabat yang berwenang.

Apabila Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala
f,hrsun meninggal dunia dalam dan waktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah
Kampung, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 (
cmpat ) kali penghasilan tetap sebulan, disamping diberikan tunjangan giugur dari
Pemerintah.

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) pasal ini, dapat
ditingkatkan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah dengan tidak memandang masa
tugasnya.

Pasal 9

Keuchik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala.Urusan dan kepala Dusun yang
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara bertunrt-
trut sekurang-kurangnya 3 (tiga ) tahun untuk Keuchik / Kepala Kampung dan 5 ( lima )
tahun untuk Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberikan penghargaan
sekaligus sebesar 2 ( dua ) kali jumlah penghasilan tetap yang terakhir.

Penjabat Keuchik / Kepala Kampung yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang
memperoleh tunjangan 60 % ( enam puluh persen ) dari jumlah tersebut dalam pasal 5 atau
6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan
fherah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr.

Penetapan biaya dan penyusrxran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, dapat didasarkan pada subsidi Perimbangan Keuangan dari
Pe,merintah.

Pasal 11

brikan penghasilan tetap yang ditua4gkan dalam Anggaran
besuai dengan kemampuan dari pendapatan asli Kampung

i dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV
TGTNNTUNN PENUTI]P

Pasal 12

ymg belum cukr4'ditu aolem Peraturan Daerah ini rkan diatur lebih lanjut dengan
hpdi sepagjang' E t *" pAarcanaam:a



Pasal 13

berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur kedudukan keuangan
/ Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun

kan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah serta Pemerintah
yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang mengetahuinyq memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Padatanggal : 23 Juni 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

] MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Ivrn 2001

Nomor 9 Seri C Tahun 2001

RTDWAN HASA,N,



Pasal 13

berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur kedudukan keuangan

ik / Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Dusun

secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah serta Pemerintah
yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Padatanggal : 23 Juni 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL

CaplDto

i MAKMTIRSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001

Nomor 9 Seri C Tahun 2001

RIDWAN HASAN,


